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PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

dalam  sidang  Hakim  Tunggal  yang  dilangsungkan  secara  elektronik  telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Segorong, 25 Februari 1984

(40  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  Diploma  III,

pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di  -,

Kabupaten  Bengkayang,  Provinsi  Kalimantan  Barat,

dalam  hal  ini  menggunakan  domisili  elektronik

lusianaa1964@gmail.com, selanjutnya disebut  sebagai

Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, NIK -,  tempat/tanggal  lahir,  Raha,  04 Januari  1985 (39

tahun),  agama  Islam,  pendidikan  Sekolah  Dasar,

pekerjaan  Nelayan,  bertempat  tinggal  di  -,  Kota

Pontianak,  Provinsi  Kalimantan  Barat,  selanjutnya

disebut sebagai  Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2024

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Bengkayang  melalui

Sistem Informasi Pengadilan dengan Nomor 124/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 1

Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa, pada tanggal 23 September 2022, Penggugat dengan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan yang tercatat  di  Kantor  Urusan Agama

Kecamatan Serasan Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor  -, tanggal 23 September 2022;

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus janda cerai

sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;

3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

di perumahan dinas dengan alamat -, Kabupaten Natuna selama 8 bulan;

4. Bahwa,  selama  menikah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

melakukan  hubungan  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul),  dan belum

dikaruniai anak;

5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  awal  Januari  2023  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat,  bermasalah  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  terus  menerus  disebabkan  Tergugat  menjalin  hubungan

dengan wanita  idaman  lain  yang  bernama  Dina kemudian  Tergugat

mengakui hal tersebut;

6. Bahwa,  puncak perselisihan dan pertengkaran antara  Penggugat  dan

Tergugat pada 5 Mei 2023 disebabkan:

a. Tergugat  masih  menjalin  hubungan  wanita  idaman  lain  yang

bernama Dina;

b. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat yaitu menampar,

menjambak, dan mendorong kepala Penggugat ke dinding;

7. Bahwa,  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  di  atas,

antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi

dari  rumah  sejak  5  Mei  2023.  Penggugat  tinggal  di  rumah  orang  tua

Penggugat  di  -,  Kabupaten  Bengkayang,  Provinsi  Kalimantan  Barat,

sedangkan  Tergugat  tinggal  di  rumah  keponakan  Tergugat  di  -,  Kota

Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan sekarang dan telah

berlangsung selama 1 tahun 4 bulan;
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8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak

pernah  berkumpul  kembali,  tidak  saling  mengunjungi  maupun

berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah

diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun

tidak berhasil;

10. Bahwa,  Penggugat  merasa  rumah tangganya  bersama dengan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  selanjutnya  Penggugat

memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa,  dengan  demikian  alasan-alasan/dalil-dalil  gugatan

perceraian  yang  diajukan  oleh  Penggugat  telah  memenuhi  salah  satu

alasan diketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan  alasan-alasan  dan/atau  dalil-dalil  tersebut  di  atas

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis

Hakim/Hakim  Tunggal  yang  menyidangkan  perkara  ini  berkenan  untuk

memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut: 

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain shugra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku.

Subsider

dan/atau  apabila  Majelis  Hakim/Hakim  Tunggal  berpendapat  lain,  mohon

putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  hadir secara  pribadi  menghadap ke  muka  persidangan,  sedang
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Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir

sebagai  wakil  atau  kuasanya,  meskipun  menurut  Relaas  Panggilan  Nomor

125/Pdt.G/2024/PA.Bky Tanggal 8 Oktober 2024 dan Tanggal 21 Oktober 2024,

Tergugat telah dipanggil  secara  resmi dan  patut melalui  Surat Tercatat.  Dan

ternyata  alamat  tempat  kediaman  Tergugat  sebagaimana  yang  Penggugat

dalilkan  tidak  jelas,  dimana  sesuai  berita  acara  pemanggilan  Surat  Tercatat

bahwa  pada  panggilan  pertama  alamat  Tergugat  tidak  diketemukan,

sementara  pada  panggilan  kedua  meskipun  dipanggil  di  alamat  perbaikan

sebagaimana Penggugat ajukan, telah ternyata Tergugat tidak dikenal.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo secara elektronik melalui

aplikasi e-Court.

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan Asli Surat Gugatan, kemudian

Hakim memeriksa  identitas  Penggugat  dan  Tergugat,  yang  mana  terkait

identitas  tersebut  Penggugat  menyatakan  telah  sesuai  sebagaimana  yang

tertulis  pada  surat  gugatan,  kecuali  ada  perbaikan  alamat  tempat  tinggal

Tergugat yakni sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa Hakim telah menasihati  Penggugat  agar  bersabar  dan dapat

rukun  kembali  membina  rumah  tangga  dengan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak

berhasil.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal

yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  merujuk  ketentuan  Peraturan  Mahkmah  Agung

Republik Indonesia Nomor  7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  Peraturan

Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  serta  aturan

turunannya  yakni  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor  363/KMA/SK/XII/2022  Tanggal  20  Desember  2022  tentang  Petunjuk

Teknis Admintrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata
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Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran

gugatan  a  quo oleh  Penggugat  dan  panggilan  sidang  kepada  Penggugat

secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Menimbang,  bahwa merujuk Pasal 20 (1) Peraturan Mahkmah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas  Peraturan

Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Secara  Elektronik,  persidangan

perkara a quo harus dinyatakan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa secara elektronik,

maka  acara  persidangan  selanjutnya  berupa  pembacaan  putusan  akan

dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan

jadwal  yang  telah  ditetapkan,  sebagaimana  maksud  Pasal  21  Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  150  R.Bg  jo. Pasal  26

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Penjelasannya  jis.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Hakim  telah memanggil Tergugat  secara

sah dan patut untuk menghadap sidang, namun Tergugat  telah tidak pernah

hadir sebab alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal

39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal

65, Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama  jis. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jis. Pasal 115, Pasal 131 ayat (2) dan Pasal 143 ayat (1) dan (2)

Kompilasi  Hukum  Islam,  Hakim   telah  berupaya  mendamaikan  dan/atau

merukunkan  Penggugat  agar  bisa  hidup  rukun  kembali  dalam suatu  rumah

tangga yang sakinah mawaddah warahmah, namun tidak berhasil.

Menimbang,  bahwa  sesuai  ketentuan  Pasal  4  Peraturan  Mahkamah

Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan

terkecuali terhadap perkara yang telah ditentukan oleh Pasal tersebut, semua
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sengketa  perdata  yang diajukan ke  Pengadilan  Tingkat  Pertama wajib  lebih

dahulu  diupayakan  penyelesaian  melalui  perdamaian  dengan  bantuan

Mediator,  dan olehnya itu para pihak dalam perkara  a quo wajib menempuh

mediasi, namun mengingat selama persidangan berlangsung Penggugat hadir

tanpa hadirnya Tergugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat

dilaksanakan sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Berita  Acara  Pemanggilan  untuk

Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat pada dasarnya belum dipanggil

karena ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat yang Penggugat

tulis atau dalilkan sebagaimana pada surat gugatannya, oleh karenanya Hakim

berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dalam hal tidak

jelasnya alamat tempat tinggal Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf a Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, identitas para pihak

beperkara harus memuat: nama, umur dan tempat tinggal. Dan dengan tidak

jelasnya  alamat  tempat  tinggal  Tergugat  tersebut,  maka  unsur  identitas

Tergugat telah ternyata tidak memenuhi secara lengkap akan ketentuan pada

Pasal  67  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama.

Menimbang,  bahwa  dari  semua  yang  telah  dipertimbangkan  di  atas,

Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan

sehingga  gugatan  Penggugat  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima (Niet

Onvankelijke Verklaart).

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam bidang  perkawinan,

maka sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 dan  Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara

dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Verklaart).

2. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar biaya  perkara

sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim  Pengadilan

Agama  Bengkayang  pada  hari  Jum’at, tanggal  25  Oktober  2024  Masehi,

bertepatan dengan tanggal 22 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Kami Miftahul

Arwani,  S.H.I. sebagai  Hakim  Tunggal  berdasarkan  Surat  Izin  dari  Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor 187/KMA/HK.05/12/2018 Tanggal  12 Desember

2018 Perihal  Dispensasi/Izin  Sidang Dengan Hakim Tunggal,  putusan  mana

diucapkan  oleh  Hakim  tersebut  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

itu  juga dengan  dihadiri  oleh  Iliyansyah,  S.E.I. sebagai  Panitera  Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Miftahul Arwani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Iliyansyah, S.E.I.

Perincian biaya perkara: 
1 PNBP

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00

- Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00

- Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberitahuan isi Putusan : Rp. 10.000,00
2 Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3 Panggilan : Rp. 46.000,00
4 Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Bky

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8


